
 
 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR 109 TAHUN  2022 

 

TENTANG  

 

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL 

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO 

TAHUN ANGGARAN  2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyedian air 

minum dan untuk memperluas cakupan layanan bagi 

masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu dukungan 

Pemerintah Daerah melalui penambahan penyertaan modal 

pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo; 

b. bahwa dalam rangka memperkuat permodalan Perusahaan 

Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo, telah dialokasikan 

anggaran penambahan penyertaan modal dimaksud pada 

Perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 

2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo           

Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
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Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                   

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang   

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015      

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                      
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Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018  Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020               

Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16                

Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011           

Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 27); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4              

Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta 

Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo             

Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 110); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN 

MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA 

SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 
 

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada 

Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo baik berupa 

uang maupun aset sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 

dihitung sesuai laporan audit sebesar Rp. 172.263.755.995,- 

(seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta 

tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh 

lima rupiah). 

 

Pasal 2 

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo pada Bulan 

Desember Tahun 2022 berupa aset sebanyak 773 (tujuh ratus 

tujuh puluh tiga) sambungan rumah senilai Rp.2.319.000.000,- 

(dua miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang 

merupakan pelaksanaan program hibah air minum perkotaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022. 

 

Pasal 3 

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) dianggarkan pada Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 9 Desember 2022 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 
    ttd     

 
 

    AHMAD MUHDLOR 
 

Diundangkan di Sidoarjo 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 9 Desember  2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN SIDOARJO, 

 

ttd 

 

 

     ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 109 Tahun 2022 


